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PERATVRAN BUPATI LEBONG 
PROVINSJ BENGKULU 

NOMOR 33 TAHUN 2014 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUl'IAN KEMATIAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN R.AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBO!IG, 

a. bahwa dalam rangka menjamin perlindungan sosial bagi 
masyatakal lleSu.ai yang diamanatkan Undang-Und!Ulg 
Dasar Tabun I 945, Pemerintah Dacrah bcrkewajiba.n 
memberikan jruninan sosial masyarakal/keluargl\ yang 
meninggal dunia. 

b. bahwa dalrun pelaksanaan pemberian jaminan dalrun 
bentuk $Wl(Unan/bantu11n kcpad11. masyarakat miskin 
telab dialur pada Pasal 9 ayat {I) clan 12) Undaog• 
Undang Nomor 11 Tahun 2009 lentang Kesejahreraan 
Sosial dan Perlindungan Sosial yang dilaksanakan o\eh 
Pemerintah Daerah mengacu pQ.da PM<>) 14 dan Pasal S 
U ndang-U ndang Nomor 11 Tahlm 2009. 

c. bahwa berdasarkan pertlrobangan sebllgaimana 
dimaksud pada lluruf a dan huruf b pedu d i teLapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 lentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lcmbitran N<:gara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor OS. Tahun 1981 tentang Kit.ab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lemba.ran Negara 
Republil< Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahnn 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32091; 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Lenta ng 
Pembentukan Kabupateo Lebong dan Kabupatcn 
Kcpahiang di Provinsi Beo,gkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta:hun 2003 Nomor 154, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4349); 

4. Undang•Undaog Nomor 32 T;u,un 2004 tcntang 
Pcmerintahan Daer1th (Lcmbaran Negara Republik 
Lodoru:sia Tahun 2004 Nonnor 125, Tambahen LembaiaO 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 44371, sebagaimon' 
Lelah bcberapa kali di11bub ierakhtr dengan Undang 
n.-...1--- hJ,.. ..... ,.,. 1? T:11h11,n ?OOR tentAn2 ~mtg.ban 



Kedua Ams Undang-Undang Nomor i32 Tabun 2004 
tentang ~nlbhan Daerah (Lcmbaran Negara 
Republt'k lmlOllCSlll Tnhuo 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntnng 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerlntn.han Daetah (Lembaran Negara Rcpublik 
lndone-sia Tahun 2004 Nomor [26, Tambahan Lemb&ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Uadang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tenlmlg Sislem 
Jamin.tn Solj.ial Nasional (Lem!Jarnn Negere. Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republi.k lndpnesia .Nomor 4456); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Perarurnn Perundaag-Undangan 
(Lcmbarw, Negara Republik Indonesia Tah_un 2011 
Nomor 82, (Taml:ia.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Peratur an Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 kntang 
Penyelenggaraan Usaha Pernsuransian (Lcmbaran Negarn 
Republik lndonesia Tahun J 992 Nomor 120, Tambahan 
Lembar.a.n Negara Republik fndooesia f\lomor 3506), 
sebagaimana telah diubah deogan Peraturan Pemerintah 
Nomor 81 Tahun 2008 tentang Peruooh.u, Ketiga Atas 
Peraturan Pemcrintah Nomor 73 Tahun 1992 t.entan 
penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun :2008 Nomor 212, Tambahan 
l.embaran Negara Repu bilk lndonesiaNomor 4954 ); 

9. Pcraturan Pcmerintah Nom or 23 Tahun 2005 tenlang 
Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lemoaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
ramba)lan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

10. Peraturan Pemerintah Norn.or 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelol aan Keuangan Da.erah (Lembil,ran Negara 
Republik Jndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lcmb.aran Negara Repu,blik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peratu:ram Peme.rintah Nomor 65 Tahun 2005 tentan11 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara IRepublik 
Indonesia Tahun '.2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4585); 

12. f'cramra:n Pcmerintah Norn.o r 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Penga.wasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Dacmh (Le-mbaran Negara Republik. 
fndonesia Tahun 2005 Nomor 125. Tambahan Lem baran 
Negara Republlk lndonesia Nomor 4503); 

13. p.,raturan Pemuinwh ~omor 38 Tahun 2007 tentang 
Pernbegian Uru.an Pt-m,,rim.ahan aruara PnDenntan,. 
n..,.__ --~ • 



Menetapkan: 

Kabupatcn / Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
fahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peratu.ran Menteri Oalam Ncgcri Nomor 53 Tahan 201 I 
tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah; 

J 5. Peratu.tall Daera.h Kabupaten Lebong Nomor 01 'fahun 
2008 ten,ang Pcnataan Organisasi Perangkat Oacrah 
Kabupatcn Lcbong, sebagaimana telah diubah. dengan 
Per.aturan Oaerah Kabupaten Lebong Nomor O l Tahun 
2012 tentang Perubahan Atas Pcr.lluran Daerah 
Kabupaten Lebong tentang Penataan Organisasi 
Perangkal Oaera.h Kabupate11 l.,ebong, 

MEMVTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEOOMAN 
PELAl(SJUIAA.N PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Paaal ]._ 

Dalam Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 

2 . Pcmerintah Daerah adalah Bupaci dan Perangkat Dacrah scbagai unsur 
penyelenggara Pemerirnahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Lcbong. 

4. Sekretaris Dacrah adalah Sckrctaris Daerah Kabupaten Lebong. 

5 . Sadan Pusat Statistik yang sclanjutnya oe:lisingkat BPS adalab Sadan 
Pul\llt Statistik Kabupaten Lebong. 

6 , Sa.numan Kematian Masyara.kal Lcbong adalah Program Pemerintah 
Kabupaten Lebong dalam rangka mcmiberikan jamioan sosial dan 
perlindungan sosial kepada keluarga/ masy8.l'l\kat Kabupaten Le bong 
yang meninggal d unia. 

7. J0ITT1inan Sosial ada!ah skema yang melembaga untuk menjami n seluruh 
masyarakat <1gar d11pat memen\.lhi kebu.tuhan dasar hidupnya yo.ng 
layalc. 

8. Perlindungan Sosial adalah semua upaya ;rang diarahkan uatuk 
mencegah dan mcnangani risiko dan guncangan dan kerenlaan sosial. 

9. Asuransi atau Pertanggungan adalah pcrjanjian ant.am dua pihak atau 
lebih, dengan pihak penanggung mengikatkan diri k,epadn tertanggung 
de ngan menerima preml asuransi, untuk mcmbcrikan suatu 
pecmbayaran yang didasarkan aw meninggal atau hidupnya seseorang 
yang dicertanggungkan. 

10. Perusahaan Asuransi jiwa adalah perusanaan yang membelikan jasa 
da la.m penanggulangan risiko yang dikwtkan dengan hid up atau 
meninggalnya seseorang yang dipertangguogkan. 



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pua! 2 

f'enyclcnggaraan Santunan Kematian Masyamkat Lebong dimaksudkan 
untuk cwpat memberikan jam inan pelayanan perlindungan sosial serta 
merupakan benruk kepeduliaa Pemerintah Uaerah Kabupaten Leboag kepada 
masynrakal yang anf!:ROta keluargaaya meninggal dunia g,;ma memben1<B:n 
jaminan pclayanan perliadungan sosial. 

Pasal3 

Program Saotunan Kematia:n bertujuan untuk memberikaa jaminan sos,al 
dan pcrlindungan sosial scbagai pen,'\IJUdan pelaksanaan daJ.am mcojamin 
tcrpenuhinya hak atas kebutuhan dasar bagJ masyarakal sebagai bentuk 
penyelcnggaraan kcsejah.teraan sosiaJ masyarakait di Kabupatcn Lebong. 

BAB 111 
RUANG LINGKUP 

Paaal4 

(1) Santunao KCillatian Masyarakat Lebong clibcrikan kcpada 
kcluru-ga/ masyarskat yang memlliki Kartu Kelaarga {KK) d,m at-au li.11.rtu 
Tenda Penduduk (KTPI di Wilayah Kabupaten Lebong yang meninggal 
dunia dan terdaftar dalam data kcpendudukan di Dinas Kepeodudukan 
dan Pencata tao Sipil Kabupatcn Lebong. 

(2) Pcncrima jaminan santunan kematian berdasarkan data penduduk dari 
Dmas Kepcadudukan dan PcncataLan Sipil dalam satu tahun sebelum 
penambahan penduduk pada tahun sedang. bcrjalen. 

(3) Besaran Santunan yang dJoerika.n berkisa r Rp. 1.000.000,- (satu juta 
rupiah) sampal dengan Rp. l.500.000,- (satu j uta lime ratus ribu rupiah) 
disesuaikan dengan Pagu Anggaran yang tersedia terhadap dal..ajwnloh 
pcnduduk daa atau merupakan pedomaa serta acuan dalam 

~ penyusunan perhitungan bc"3ran premi asuraosinya yang akan 
-.,1 dituangkan dalam pcrjanjian kerjasama. 

(4) Dalam Penyelenggaraannye Pe.merintah Da"1"ah. bekcrjaaama dengan 
Perusahaan Asuransi y:ang dibuktikan deng.an perjanjirul kontrak. 

Pasal 5 

Pemerinta!i Dacrah bekerja sama dengan Perusahaan Asuransi bertlasarkan 
kesepakatan yang telab diteatukan dan melaJui prQses pengadaan 
barang/jasa sesuai petunjuk penetapan pomenang lelang. 

BABIV 
MEKANISME PE~ERIAN /PEMBAY ARANJAMDIAII 

SANTUNAN KEMATlAN 

Paaa16 

(1) Pelaksanaan PcmbiayaAn pembayaran peserta pencrirna santunan 
kematlan masyamkat Lebong daJam ha! 101 dlbieya, dari Angganm 
Pendapatall Bdanja Daerah Kabupalen Lebong mclalui Bagi.an 
Keuangan Sekrctariat Daerah Rabupaten l.abong Tahun Angganm 2014. 



BAB II 
MAKSUD DAN TUJUA.N 

Pua) 2 

Penyclcnggaraan Santunan Kematian Masyamkat Lebong dimaksudkan 
untuk dnpat memberikan jaminan pelayanao perlindungan sosial serta 
merupakan benruk kepedulian Pemerintah Daera.h Kabupaten Leboag kepada 
mnsyarakal yang aDAAOta keluargaaya menlnggal dunfo. guna cnemberikao 
jaminan pelayanan perliadungan sosial. 

Pual3 

Progra,n Santunan Kematian bertujuan untuk mernberikan jaminan sostal 
dan pcrlindungan sosial sebagai pen,'\IJl,ldan pelaksanaan dalam mcojamin 
tcrpenuhinya hak atas kebutuhan da,;ar bagj masyarakal sebagai bent,uk 
penyelcnggaraan kesejahteraan sosial masyarakat. di Kabupatco Lebong. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Paaal4 

(1) S.mtunao Kcrnatian Masyarakat Lebong diberikao kcpada 
keluru-ga/ tn11syarakat yang rnemiliki Kartu Keluarga {KK) d,11-0 at.au ~rtu 
Tandn Penduduk (KTPI di Wilayah Kabupaten Lebong yang meninggal 
dunia dan terdaftar dalam data kcpendudukan di Dinas Kc pen dudukan 
dan Pencatatao Sipil Ka.bupaten Lebong. 

(2) Penerima jaminan sa11tunan kematian berdasarkan data pcnduduk dari 
D10as Ke.pcnduduk;u, dan Pencacatan Sipil dalam satu tahun sebelum 
penarnbaban penduduk pada t.ahun sedang berjalan. 

(3) Besaran Santunan yang cfibenl<an berkisar Rp. 1.000.000,- [satu juta 
rupiah) sampal dengan Rp. 1.500.000,· (lllltu j uta lima ratus ribu rupiah) 
disesuaikao dengan Pagu An~aren yang tersedia terhadap data jwnlah 
pcnduduk dao atau merupakan pedoman serta acuan dalam 

~ penyusunan perhitungan bcsaran premi asuransinya yang akan 
~ dituangkan dalam pcrjanjian kerjasama. 

(4) Dalam Penyelenggaraannya Pe.merintah Daerah bekcrja:iama dengan 
Peru.sahaan Asuransi y:ang dibukti.kan dcngan perjanjian kontrak. 

Pasal 5 

Pemeruuah 0-acrah bekerjasama dengan Perusahaan Asuransi bertlasarkan 
kcsepakatan yang telab ditenLukan dan melalui proses pengadann 
barang/jasa sesuai petunjuk penctapan pemeoa.ng lelang. 

BABIV 
MEKANISME PE~ERIAN /PEMBAY ARANJAMDIAll 

SANTUNAN KEMATIAN 

Paaal 6 

(1) J>elaksanaan Pcmbiayaan pembayaran peserta pencrima santunan 
kematian masyarakat Lebong daJam hal .lDl dibiayru dari Angga.ran 
Pt!mdapatao Bdanja DacraJ1 Kabupalen Lebong mclalu i Bagi.an 
Keuanga.n Sekrctariat Daerah Kabupaten Labong Tahun Anggarnn 2014. 



(2) Penduduk Kabupaten Lebong yang diasuransikan muliu dan umur: 
- 0 (no!) Tahun sampai dengan 5 (tima) Tahun semenjak 

penandatanganan Kontrak. 
- 5 (lima) Tahun ke atas sampai dengan 60 (enam pulub) Tahun 

semenjak pcnandatanganan Kontrak.. 
dan umur 60 (enam puluh) Tahun kc ata1;. 

(3) Penenruan Premi/besaran yang ditcrima peminggungan peserta al<an 
diaLur Iebih lanjut dalam perjaitjian ke,ja,sruna a.ntara pcmerintah 
daerah dengan perusahaan asuransi. 

Pua17 

Persyarart.an dan kelengkap:an bagi Ahli Waris untuk mengajukan kla.im 
Asuransi Kematian yang dimaksud adalah : 

(II Surat Keterangan Meninggal dari Penguru~ Jena?~h i>tau Rubiah 
dan/atau. 

f21 SuraL Kelerangan Kernat.lan darl t.urah/Kades selompaL dan/atau. 

(3/ SuraL Keterangan saksi 2 (dull) orang (karum, kiri, depan dan atau 
belakang rumah aJmarhum) dan/atau. 

(41 SUraL keterangatl meninggal kecelakaan darl kepoli.ian dan/atau. 

(5) SUrat keterangan me11inggal dunla clari RSlJD dan/ratau. 

{6) Surat akte kematian dari Oines Kcpcndudukall dan Catatan Sipil 
Kabupaten Lebong. 

BABV 
PELAKSANAAN 

Pual8 

(1) Pengajuan ldaim santunan kematian oleh keluarga/masyarakal )'w'lll 
meniogga,1 dunia dllakukan pallng lamb.it selama 40 (e.mpat puluh) Hari 
sejak tanggal/Hari peserta meninggal dunia . 

(2) Dal.am haJ pengurusan pengajuan bagi keluarga penerima santunan 
kematian dapat memmjuk ahli waris dan atau diwakilkan kepada pihak 
lain dcngan ketentuan pengajuart peounjukan kuasa dan keluarg,i 
dcngao mekanisme surat pemyataan bennateral Rp. 6.000,- (E:nao, 
Ribu Rupiah) serta dlketahui oleh l.urah/ Kades setempal dan 
selanjulnya melengkapi persya.catan klaim asuransi sesuai deogan 
ketentuaa pGrsyaratan yang tert.era parla perjanjla.n kcrjasama yang 
telah disepakatl oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Asuransi. 

\31 Prosedur pengajuan klalm penerlma santuan keroatlan ya.ng meninggal 
dunia dapal dilaksanakan ,nelalui mekanisme sebagai berilrut ; 
a. Ahli waris mengajukan pcnerblta,n akte kcmatian kepada Dinas 

Kependudukan dan Calatan Sipil dcogao membawa persyaratM 
,;ebagaimana wrsebut pada Pai,a1 7 dan P!\$<11 8 ayat (2) di alas. 

b. Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil membcrikan surat pengantar 
uotuk mengajukan k.laim asuransi kepada pihak asurans-i mclalui 
Asistcn Bidang Ad'mioistmsi dan alau secara langsung melalui 
Sekretaris Oaerah yang sclanjutnya disrunpalka,, kepadtl Bupali 
untuk mendapatkan pcrserujuan pengajuan klaim kc pibak asuran.si. 

c_ Klaim ya.ng dwjukan sebagaimana tersebut dl aU'tS wajib diberikan 
k.cpada pengaju klalm asuransi setamoot-lambatnya 15 (lima bclasJ 
hari setclah syarat-svarat yang waiukan Lelah dilengkapL 



BAB VI 
PEN'GAWASAN 

Pasal9 

(I) Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan Dinas/Badan/Kantor yang 
terknit yang dibentuk dalam penycleagga.rruu,_ pcngawasan bagi pcsena 
asuransi. 

(2/ Dalam ~nyelensgaraaruiya terjadi senglcela antara Pibak Pcmerintab 
dengan Perusahaan Asuransi dilakukan musyawarah untuk mencapai 
kesepakatau guna penyelcsafan sengketa antara kedua betah pihak 
se,suai dengan aturan-aturan yang ditctapkan dan telab dl9erifikasj oleh 
Pihak Pcmgelola Keuangan dengan melcngkapi bukti-bukti pendukung. 

(3/ Pengawasan dileksanakan oleh Pibak 1nspektorat Kabupat!l"fl Lebong 
becSerta SKPD lerkait. 

BAB VII 
PELAPORAB 

Pasal 10 

(1) Dalam mclaksanakan fungsl bagi pihak asuransi wajib memberikan 
laporan pertriwulan sebagai pertanggungjawaban atas pclaksana.!Ul 
kegiatan pemberian santunati kel'[lda masyar~t/keluarga yang 
meninggal duma kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui 
Sekretaris Daerah. 

(2) Laporan dibuktikan dengan melengka.pi bukti-bukti pendukung yang 
sah basil verifikasi tiJn_ 

(3) Laporan disampaikan paling ta,nbat 30 (t:il:<l puluh) b.ari sejak tanggal 
di tetapkltn pcngajuan ldaim dengan ketentuan pelaksanaan 
penyelenggaraannya mcngacu pada aturan yang Lelah disepakati oleh 
Pemerintah Daerah dengan Pihak Asuransi. 

(4) Sisa K1aitn Santunan Kematian yang tidak tersalurkan berdasarkan 
pag\.l anggaran yang telah i:Jisepakati aj<an dikembalikan ke Kas Daerab 
Kabupaten Lcboag sosuai dengan waktu dan basil perbituagan 
proscntase yang akan d.iatur lebib lanjuL dalam perjanjiao kerjasama 
antara Pemerintah Kabupatea L-ebong deagan Pihak Asuransl. 

(5) Besaran Profit Sharing ditenrukan scjumlah 50 % dari hasil Premi 
di kurang biaya administrasi dan diku.rangi lagi dengan biaya klaim yang 
telah dikeluarka.tl. 

BABVJII 
KETENTUAN SANKS! 

Paaal 11 

(1 J Bil.a Terjaru Keterlambatan Proses Pencairao oleb Pibak Asuransi dapat 
dikenakan denda sesuai dengan bcsaran Prosentase dari nilai 
pcrtanggungan diterima oleb peserta Santunan Kematlan 
Keluarga/ Masyarakat Lebong. 

(2) PeLanggaran terhadap ketentuan Pasal LO aynt (!). (2) dan (3), dikenakan 
denda yang ditcntukan dengan besaran prosenlase denda drui seluruh 
premi yang barus dlbayarkan kcpada Pcm~rintah Daerah oleb l'eru.sabaan 
AsuransL 



13) Peogenaan denda terbadap pcianggaran sebagai-,na:na tusebut pada aya.t 
( I) dan (2) diatas disetorkan kcpada kas Daerah Kabupau:n Lebong. 

(41 Besaran denda yang clibayarkan seb!\gaimana dimaksud pada Pasal 11 
ayaL (l) d11n (2) akaa dfotur \i,bib laajut pada perjanjian ke.rjaS1>ma 
an~ Pemerintah Daerah dengan Pibak Asure.nsi. 

(5) Pihak Asuransi bcrtanggungjawe.b atas keterlambatan pem'bayaran 
pertanggungan yang diterima peserta santunan kematian se.~uai dcagan 
perjanjian kef]asama yang akan dilakukan oleb Pemerintah Oaerah 
deogan Pihak Asuransi. 

BAB IX 
KETENTUAl'f P'ENUTUP 

Paaal 12 

Hal - hat yang belwn cukup d.iatur diilam Pcraturaa Bupati ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya, akan diarur kemudian dengllll peraturan 
tersencti.t'i. 

Pasal 13 

Peraturan Bupati i.ni mulai berlaku pada tanggi,1 diundan~. 

Agar setiap orang mengetahuinye., memerintahkan pcnguadangan Pcraturan 
Bupati ini dengan penemp;itannya (la]am Berita Darrah Kabupatea Lebong. 

Ditctapkan d.i Tubei 
pad~ tangga l u, s~l>u- 2014 

4-::r-;,,j;~ 
;(. H. ROSJONSYAH 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal ,).o Sq>f:~2014 

UP.ATE.l'i' LEBONG 

MIRWAN EF:f°ENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG 1".AHUN 2014 NO'MOR ~;'1 

PEMERINTAH KA8UPAiEN LEBONG 
.aA~'j~ iro~~M Dk~ Kc~JH,111. ul.E'.!~ 

~ 
PENR.UH PROOl;KHUKUi 
, KABUPATE.N LESONG ~ 

~ 


